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Pada hari ini Senin. Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh satu( 01-03-2021), 

betempat di Purwokerto. kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

AGUS NUR HADIE. S.Sos.. M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Banyumas berkedudukan di Jalan Margantara No.460 Purwokerto Banyumas, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, selanjutnya 

disebut sebagai PIHAK KESATU: 

II Ds. DWI KORIANINGSIH, MA.. selaku Kepala LPP Radio Republik Indonesi: 

Purwokerto. yangberkedudukan di Jalan Jend. Sudirman nomor 427 Purwokerto dalam 

hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Radio Republik Indonesia Purwokerto. 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK dan secara 
bersama-sama disebut PARA PIHAK 



PARA PIHAK terlebih menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

Bahwa PlHAK KESATU merupakan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan mempunyai 
a. 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, meliputi sub urusan 
lalu lintas dan angkutan jalan. 

b. Bahwa PlHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang jasa penyiaran radio; 
dan informasi penyiaran publik. 

Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja 
sama dalam rangka penyebarluasan informasi seputar info arus lalu lintas dengan 
memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mendukung 

keselamatan masyarakat dan transportasi darat. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Area 

Traffic Control System (ATCS) Media Elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik 

Indonesia. 
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 

Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566). 

Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam 
melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama 
ini. 

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk penyebarluasan informasi seputar info arus lalu lintas

dengan memanfaatkan CCTV atau Area Traffic Control System (ATCS) milik Dinas 

Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mendukung keselamatan masyarakat dan transportasi 

darat. 



Pasal 3 
RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 
a. Penyebarluasan informasi seputar info arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mendukung keselamatan masyarakat dan transportasi darat. 

b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasilewat Area Contro Traftic System. 
c. Wawancara khusus secara langsung melalui telpon sesuai waktu yang disepakati bersama 
d. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan tujuan Perjanjian 

Kerja Sama ini. 

Pasal 4 

HAK DAN KEWAJIBAN 

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak; 
a. Mengisi acara di RRI Purwokerto PRO2 FM 99.00 MHz via telpon secara rutin sehari 2 kali 

pukul 07.55 WIB dan pukul 15.55 WIB, untuk memberikan informasi seputar arus lalu lintas 

dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas; 
b. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyiarkan informasi seputar arus lalu lintas. 

(2) PIHAK KESATUmempunyai kewajiban: 
a. Memberikan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV kepada PIHAK 

KEDUA; 
(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak; 

a. Memperoleh informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV dari PIHAK 
KESATU; 

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban 
a. Memberikan slot waktu kepada PIHAK KESATU untuk memberikan informasi seputar arus 

lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV, dengan rincian dan jadwal penyiaran yang telah 

disepakati; 
b. Menyiarkan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV, yang diberikan 

oleh PIHAK KESATU. 



Pasal 3 
RUANG LINGKUP 

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 
a. Penyebarluasan informasi seputar info arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk mendukung keselamatan masyarakat dan transportasi darat. 

b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasilewat Area Contro Traflic System. 
C. Wawancara khusus secara langsung melalui telpon sesuai waktu yang disepakati bersanma 
d. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini. 

Pasal 4 

HAK DAN KEWAJIBAN 

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak: 
a. Mengisi acara di RRI Purwokerto PRO 2 FM 99.00 MHz via telpon secara rutin sehari 2 kali 

pukul 07.55 WIB dan pukul 15.55 WIB, untuk memberikan informasi sepular arus lalu lintas 
dengan memanfaatkan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas; 

b. Meminta kepada PIHAK KEDUA untuk menyiarkan informasi seputar arus lalu lintas. 
(2) PIHAK KESATUmempunyai kewajiban 

a. Memberikan informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV kepada PIHAK 
KEDUA: 

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak ; 

a. Memperoleh informasi seputar arus lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV dari PIHAK 
KESATU; 

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban : 
a. Memberikan slot waktu kepada PIHAK KESATU untuk memberikan informasi seputar arus 

lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV, dengan rincian dan jadwal penyiaran yang telah 
disepakati; 

b. Menyiarkan informasi seputar arus lalu lintas dengan meman faatkan CCTV, yang diberikan 
oleh PIHAK KESATU. 



E
 





Pasal 10 

FORCE MAJEURE 
1) Yang dimaksud dengan Foree Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, yaitu: 

a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan 
wabah penyakit: 

b. Pemogokan umum, huru hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh 

pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure. 
(2) Dalam hal ini Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang 

mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya,

begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang 

berwenang. 
3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), menagkibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai Force Majeure. 

(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure 

bukan merupakan tanggung jawan PIHAK lain. 

(5) Force Majeure sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu 

PIHAK untuk menunda kewajiban pembayaran kepada PIHAK lainnya yang telah jatuh tempo 
sebelum terjadinya Force Majeure. 

Pasal 11 

ADENDUM/AMENDEMEN
(1) Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan 

ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum/ Amendemen. 
(2) Adendum / Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat () merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini. 



UPATE 

NIH 
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